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BUPATI SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

	NOMOR:            TAHUN 2023


TENTANG

PENDANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa belanja tak terduga merupakan belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

b. bahwa pendanaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi, serta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di Kabupaten Sumedang, perlu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. memperhatikan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah;

d. bahwa sebagaimana Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Yang Besumber Dari Belanja Tidak Terduga;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

	
	
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

	
	
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

	
	
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

	
	
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

	
	
	8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

	
	
	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

	
	
	10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

	
	
	11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18).


	MEMUTUSKAN

	
	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENDANAAN PENGENDALIAN INFLASI YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA


	BAB I 

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

8. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.




BAB II

KRITERIA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 2 
Belanja Tidak Terduga pada APBD digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 3
Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 4
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 5
(1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan danKeuangan Daerah.
(2) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
(3) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD.
(4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.
(5) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
(6) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
(7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Pasal 6
(1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme pergeseran anggaran.
(2) Kepala SKPD mengusulkan kebutuhan belanja untuk keadaaan darurat dan keperluan mendesak pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan dan besaran dana yang diperlukan, serta dilampiri dengan RKA-SKPD.
(4) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta hasil penelaahan RKA- SKPD disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(5) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan.
(6) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD menyusun DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Tanggap Darurat

Pasal 7
(1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengendalian inflasi mengajukan rencana kebutuhan belanja untuk mendanai keperluan mendesak kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
a.  surat pengajuan;

b. Keputusan
Bupati
tentang
penetapan alokasi anggaran pendanaan pengendalian inflasi;
c.  rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; dan
d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana dari Kepala SKPD.

(2) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk keperluan mendesak kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengendalian inflasi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
(3) Pencairan dana Tanggap Darurat dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi Pengendalian Inflasi.
Bagian Kedua

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

   Pasal 8

(1) Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang telah disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari Kepala SKPD terkait;
b. kuitansi bermeterai secukupnya dari calon penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
c. fotokopi rekening calon penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
d. dokumen lainnya yang diperlukan.
(2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
(3) Pencairan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima Bantuan Sosial.
BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan ketentuan:
a. Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mencatat setiap penggunaan dana tidak terduga yang dikelolanya pada buku kas umum tersendiri;
b. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengendalian inflasi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap  penggunaan  dana  Tanggap  Darurat  yang dikelolanya;
c. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengendalian inflasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja, laporan penggunaan belanja dan fotokopi buku kas umum;
d. laporan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan tersebut selesai; dan
e. bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD.
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

(1) SKPD yang mempunyai fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga. 
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.
Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 

Pj. BUPATI SUMEDANG,
HERMAN SURYATMAN
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN         NOMOR
R A N C A N G A N
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Belanja Tidak Terduga...





(3) Penganggaran...








